
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perlindungan Hukum  

 

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. 

Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu 

hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang 

dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan 

hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak 

ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa 

berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.
 1

  

 

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian 

meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap 

semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib 

menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak 

langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum 

atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. 

 

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau 

                                                 
1
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38. 

http://statushukum.com/
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penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi 

penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup 

kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh 

hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat 

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. 

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-

undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan 

yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.
 2
  

 

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (rechtsvinding), 

berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. 

Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju 

kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan 

hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau 

alat untuk mengetahui makna undang-undang.
3
  

 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: 

                                                 
2
 Ibid. hlm. 39. 

3
 Ibid, hlm. 40. 

http://statushukum.com/penegakan-hukum.html
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1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana 

kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, 

2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih 

ditujukan dalam penyelesian sengketa.
4
  

 

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi 

atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan 

Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir 

seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu 

terdapat banyak macam perlindungan hukum. 

 

B.  Pengaturan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban 

kejahatan dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga 

institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang 

menangani korban kejahatan, dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban 

masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan 

memberikan rasa aman bagi korban di mana korban bertempat tinggal. Oleh karena 

itu tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk 

mencapai tujuan utama sering disebut dengan istilah, misalnya “kebahagiaan 

masyarakat dan individu” (happiness of citizens), “kehidupan kultural yang sehat 

                                                 
4
 Ibid, hlm. 41 
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dan menyegarkan” (a wholesome and cultural living), “kesejahteraan masyarakat” 

(social welfare) atau untuk mencapai “keseimbangan” (equality). Memperhatikan 

tujuan di atas tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal 

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 

 

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, menyatakan sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan 

maupun cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan atau korban tidak 

memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a 

atau huruf d sehingga saksi dan atau korban tidak memberikan kesaksian 

pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat satu Tahun dan paling lama lima Tahun dan dipidana denda 

paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta 

rupiah. 

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan atau korban, 

dipidana dengan penjara paling singkat dua Tahun dan paling lama pidana 

penjara tujuh Tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta 

rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah. 

(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaaan kehendak sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan atau korban, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima Tahun dan paling lama 

seumur hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan 

paling banyak lima ratus juta rupiah 

 

 

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan korban berhak: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya. 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan. 

c. Memberi keterangan tanpa tekanan. 

d. Mendapat penerjemah. 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

i. Mendapat identitas baru. 
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j. Mendapat tempat kediaman baru. 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 

l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 

 

 

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 

dengan keputusan LPSK. 

 

Menurut Heni Siswanto, Penegakan Hukum Pidana (PHP) makin jauh dari rasa 

keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu 

memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat 

pada umumnya. Penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk 

mendorong kegiatan atau perubahan sosial. Alhasil, penegakan hukum dipandang 

sebagai sesuatu yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, 

ekonomi yang sedang terjadi. Penegakan hukum yang kurang berkualitas ini terjadi 

karena penegakan hukum berjalan dalam praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

(KKN), tidak atau kurang profesional, dan lain-lain nuansa serba kurang lainnya.
5
 

 

Selama ini PHP yang benar dan adil selalu diarahkan pada pelaku (aparat) 

penegakan hukum yang dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan 

adil. Sementara, penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong. 

Penegakan hukum terjadi dan berlaku di tengah masyarakat. Bahkan, penegakan 

hukum bukan sekedar berada di tengah masyarakat, melainkan dapat dipengaruhi 

                                                 
5
 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan 

Perdagangan Orang. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm. 1. 
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oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keterpengaruhan 

ini akan menempatkan sistem penegakan hukum pidana yang berbeda.
6
 

 

Merebaknya malpraktik di jajaran institusi penegakan hukum pidana merupakan 

hambatan penegakan hukum, khususnya pemberantasan KKN di kalangan birokrat. 

Secara umum, ketiga institusi pemberantas KKN (Kepolisian, Kejaksaan dan 

Pengadilan) tersebut dituntut untuk memiliki track record bersih, berani dan 

profesional. Pertama, Sumber Daya Manusia  (SDM) penegak hukum yang bersih 

diartikan bukan saja mereka tidak terlibat dalam praktik KKN melalui track record 

masa lalu, melainkan mereka juga tidak memiliki perasaan utang budi (gratitude of 

indebtedness) dengan penguasa orde baru atau sebelumnya. Secara faktual utang 

budi dapat menimbulkan rasa pakewuh dan menjadi penghambat tegaknya 

supremasi hukum. Kedua, keberanian adalah parameter dari spirit perjuangan. 

Perilaku jujur, bagi SDM penegak hukum sangat penting untuk menjadi jaminan 

terselenggaranya supremasi hukum. Sikap berani disini bukan sekadar kesiapan 

melakukan tindakan hukum tanpa rasa takut. Justru keberanian harus diartikan 

sebagai kesiapan menerima resiko atas tugas dan kewajiban demi tanggung jawab. 

Ketiga, parameter profesional, cerdas dan bijak menjadi syarat utama proses hukum 

yang benar. Selain itu, keberanian yang mengacu kepada komitmen ilmu 

pengetahuan hukum yang kritis dan progresif juga mutlak diperlukan. Suatu 

pemikiran hukum yang membebankan tugas dan kewajiban pada upaya kerja 

hukum yang obyektif, akuntabel dan responsif. Mereka dipastikan menjadi 

pendukung pemerintah yang menolak menyalahgunakan kewenangan (abuse of 

power) sebagai simbol pelestarian status quo. Oleh karena itu, baik polisi, jaksa, 

                                                 
6
 Ibid, hlm. 2. 
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dan hakim memerlukan kemampuan intelektual yang berimbang. Tidak sekadar 

mempunyai kemampuan menguasai hukum positif, mereka juga harus dapat 

memahami fakta-fakta secara benar, sehingga kecenderungan penggunaan hukum 

yang tidak adil (obstruction of justice) dapat dihindarkan.
7 

 

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Heni Siswanto, ada berbagai syarat 

yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, pertama, 

aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara 

yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi 

sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat 

banyak pada umumnya. Kedua, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut 

sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan 

penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara 

sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, 

lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan 

maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, 

ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum 

dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah 

cermin masyarakat.
8
 

 

Tekanan publik terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi putusan penegak 

hukum. Begitu pula kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi 

dan politik yang dominan dapat menentukan wujud penegakan hukum. Oleh sebab. 

itu, perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan 

                                                 
7
 Ibid, hlm. 2-3. 

8
 Ibid, hlm. 3. 
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hukum dapat dilakukan secara benar dan adil. Persyaratan itu antara lain, 

tumbuhnya prinsip egalitarian, keterbukaan untuk menciptakan berbagai 

keseimbangan dalam perikehidupan masyarakat. Dalam berbagai perbedaan yang 

begitu tajam, baik sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, akan dialami kesulitan 

menciptakan sistem penegakan hukum pidana yang benar dan adil, karena hukum 

akan berpihak pada kekuatan-kekuatan dominan yang mungkin tidak berpihak pada 

kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dan adil hanya dapat berperan dalam 

tatanan yang seimbang dan tidak dalam tatanan ekstrimitas tertentu. Ada dua aspek 

penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yaitu tata 

cara penegakan hukum (procedural justice) dan isi atau hasil penegakan hukum 

(substantive justice)
 9

 

 

Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu 

melalui pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 

dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan 

konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan 

rasa damai pada masyarakat; memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.  

 

Dasar hukum perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi 

pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) adalah Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak 

Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (justice collaborator) 

di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.  

                                                 
9
 Ibid, hlm. 4. 
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Angka (7) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyatakan bahwa MA meminta para 

hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan 

sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberi 

perlakuankan khusus, dengan antara lain keringanan pidana dan/atau bentuk 

perlindungan lainnya. 

 

Selanjutnya Angka (8) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyatakan bahwa pedoman- 

pedoman yang harus ditaati dalam penangana kasus pelapor tindaka pidana 

(whistleblower) adalah: 

(a) Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan 

tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan 

merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan 

(b) Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka 

penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak 

pidana didahulukan dibandingkan dengan laporan dari terlapor 

 

 

Angka (9) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyatakan bahwa pedoman-pedoman 

yang menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama adalah: 

(a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang 

dilakukannya, bukan pelaku utama kejahatan tersebut serta memberikan 

keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. 

(b) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang 

bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat 

signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap 

tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang 

memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak 

pidana 

(c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama 

sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan 

dijatuhkan mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: 

(1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau 

(2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara 

terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud 

Dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim 

tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.  
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Sikap masyarakat yang cenderung tidak mau berurusan dengan masalah hukum 

menjadi penyebab mereka tidak bersedia menjadi pelapor atau saksi. Padahal secara 

ideal, dalam konteks penegakan hukum, masyarakat dapat berperan secara aktif 

baik sebagai pelapor atau sebagai saksi. Dalam sistem hukum pidana dikenal 

beberapa istilah berkenaan dengan status hukum masyarakat, di antaranya adalah 

pelapor, tersangka, terdakwa, saksi, dan saksi ahli. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini yaitu bagaimana peran serta masyarakat dalam proses penegakan 

hukum, maka status dan kedudukan masyarakat yang kiranya menjadi perhatian 

utama adalah status dan kedudukan masyarakat sebagai pelapor dan saksi.  

 

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap orang 

yang telah melakukan kejahatan sangat dibutuhkan sekali adanya laporan/ 

pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan tersebut. Tanpa 

adanya laporan dari masyarakat, sulit kiranya diketahui telah terjadi pelanggaran 

tersebut, hal ini dikarenakan sangat terbatasnya jumlah personil penegak hukum. 

Oleh karena itu, pada sisi inilah peran serta masyarakat dalam upaya penegakan 

hukum dengan melaporkan semua yang mereka tahu kepada institusi yang 

berwenang menjadi suatu kebutuhan.  

 

Orang atau masyarakat yang melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana 

disebut dengan Pelapor, dan laporan itu sendiri oleh hukum diterjemahkan sebagai 

tindakan hukum berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 

hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi 

merujuk pada pengertian tersebut di atas, sesungguhnya melaporkan suatu tindak 

pidana merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat.  
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Kepastian, kegunaan, keadilan antara lain akan tampak apabila diperankan oleh 

penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan tidak 

melupakan perlindungan saksi dan korban dalam menegakan hukum tersebut, 

perlindungan saksi korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). 

 

C. Pengertian Tindak Pidana  

 

 

Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
10

 

 

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung 

jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
11

 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

                                                 
10

 P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 

1996. hlm. 16.  
11

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. 

hlm. 19. 
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secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang 

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain 

wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang 

dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap 

ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.  

 

Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan 

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab 

itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang 

siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik 

di tingkat pusat maupun daerah.
12

 

 

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung 

jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
13

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana 

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 
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kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
 
 

 

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang 

tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah 

menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkaln oleh 

undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang 

memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam 

undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur 

objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana 

tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. 

 

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut P.A.F Lamintang, dibagi 

menjadi sebagai berikut: 

a. Pelaku (Plegen) 

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang 

mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang 

perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum 

pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang 

yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi 

sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu 

suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum 

dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi 
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maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang 

telah dilakukan.
 14

 

b. Turut serta (Medeplegenr) 

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah 

terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana 

yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik 

yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal 

perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan 

salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, 

maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi 

medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak 

yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta 

atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup 

pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari 

hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam 

pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan 

apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana 

yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil 

perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan 

perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan 

pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini 
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terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat 

perbuatan lahirnya.
15

 

 

c. Menyuruh Lakukan (Doen Pleger)  

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang 

meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak 

yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki 

dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. 

Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan 

saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal 

tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.
16

 

 

d. Menganjurkan (Uitlokker) 

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal 

dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis 

(orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor 

intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti 

kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk 

pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai 

batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang 

benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai 
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melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul 

secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat 

melaksanakan anjuran.
17

 

e. Pembantuan (Medeplichtigheid) 

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan 

batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan 

pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja 

dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-

undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar 

tanggungjawab pembuat tidak melampuai batas-batas dari apa yang disengaja 

mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat 

aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini 

pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan terdapat 

dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat 

kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah 

terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.
 18 

 

D. Tindak Pidana Korupsi 

 

 

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian 

korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:  
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“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”  

 

 

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat 

diketahui ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan 

tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada 

Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 

jabatan atau kedudukannya tersebut.  

 

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau 

masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan 

demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, 

yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism).
19

 

 

Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal 

ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut: 

a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (disguise of 

purpose or intent);  
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b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (reliance 

upon the ingenuity or carelesne of the victim);  

c) Penyembunyian pelanggaran (concealement of the violation).
 20

 

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, dalam pidana 

khusus ini terdapat ketentuan di luar ketentuan pidana umum yang menyangkut 

sekelompok orang atau perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus 

dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan 

tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. 

Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri 

dari hukum pidana khusus. 

 

Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjukkan adanya diferensiasi 

dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya 

unifikasi dan ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan 

fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa 

kesalahan" harus tetap dihormati. Selain pembagian hukum pidana dalam hukum 

pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada 

pembagian lain ialah hukum pidana umum (ius commune) dan hukum pidana 

khusus (ius singulare atau ius speciale). Hukum pidana umum dan hukum pidana 

khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari 

hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut 

ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat 

perumusan tindak-tindak pidana. 
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Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang 

lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-

undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan 

masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi dalam buku keduanya memuat 

sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat 

sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus 

adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang 

merupakan induk peraturan hukum pidana.  

 

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 

a) Setiap orang yang berarti perseorangan 

b) Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan 

orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun 

tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, 

Koperasi dan Indonesische Maatschapij op Andelen (IMA), sementara 

perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire Vennootschap (CV) 

dan sebagainya. 

c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam Pasal 1 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; 

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan 

dengan aturan Pemerintah.
 21

 

 

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-

mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari 
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kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada 

pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari 

kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan 

pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (sub cultural) 

korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah.  

 

Korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan 

untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, 

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan 

dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat 

Indonesia. 

 

E. Peran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat 

 

Roscoe Pound sebagai salah seorang pendasar aliran Sociological Jurisprudence 

yang tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat, memiliki 12 (dua belas) konsepsi 

tentang hukum. Kedua belas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Pound 

tersebut dipergunakan untuk menjelaskan gagasan tentang hak-hak asasi yang 

sebenarnya berguna untuk menerangkan untuk apa sebenarnya hukum itu, dan 

menunjukkan bahwa seberapa mungkin harruslah sedikit hukum itu, karena hukum 

merupakan satu kekangan terhadap kebebasan manusia, dan kekangan itu walaupun 

hanya sedikit menuntut pembenaran yang kuat.  

 

Hal inilah yang melatarbelakangi adanya 12 konsepsi Pound tentang hukum, karena 

gagasan untuk apa hukum itu terkandung sebagian besarnya di dalam gagasan 

tentang apa hukum itu, maka satu tinjauan pendek mengenai gagasan tentang sifat 

hukum dipandang dari pendirian ini akan sangat berguna dalam mepelajari tujuan 
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hukum dari segi filososfis. Adapun ke-12 konsepsi Pound tentang hukum tersebut 

terdiri dari:
22

 

1. Gagasan tentang satu kaidah atau sehimpunan kaidah yang diturunkan oleh 

Tuhan untuk mengatur tindakan manusia, misalnya undang-undang Nabi Musa, 

atau undang-undang Hammurabi, yang diturunkan oleh Dewa Matahari setelah 

selesai disusun, atau undang-undang Manu yang didiktekan kepada para 

budiman oleh putra Manu, Bhrigu namanya, di depan Manu sendiri dan atas 

petunjuknya. 

2. Ada satu gagasan tentang hukum sebagai satu tradisi dari kebiasaan lama yang 

ternyata dapat diterima oleh dewa-dewa dan karena itu menunjukkan jalan yang 

boleh ditempuh manusia dengan amannya. Sebab manusia primitif, yang 

menganggap dirinya dilingkungi oleh kekuatan gaib di dalam alam yang banyak 

tingkah dan suka membalas dendam, terus-menerus dalam ketakutan kalau-

kalau ia melanggar sesuatu yang dilarang oleh mahkluk gaib. Dengan demikian 

ia dan orang sekampungnya akan dimarahi oleh mahkluk gaib tersebut. 

Kesalahan umum menuntut supaya orang melakukan hanya apa yang 

diperbolehkan, dan melakukan menurut cara yang digariskan oleh kebiasaan 

yang sudah lama dituruti, setidaknya jangan melakukan apa yang tidak 

disenangi oleh dewa-dewa. Hukum adalah himpunan perintah yang tradisional 

akan dicatat, yang di alam kebiasaan itu dipelihara dan dinyatakan. Bilamana 

kita menjumpai sehimpunan hukum primitif yang merupakan tradisi golongan 

dipunyai oleh satu oligarchi politik, boleh jadi ia akan dianggap sebagai tradisi 

golongan, persis seperti sehimpunan tradisi yang sama tetapi dipelihara oleh 
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ulama atau pendeta, pasti akan dipandang sebagai yang telah diwahyukan oleh 

Tuhan. 

3. Gagasan ini rapat dengan yang kedua, yakni memahamkan hukum sebagai 

kebijaksanaan yang dicatat dari para budiman di masa lalu yang telah dipelajari. 

Jalan yang selamat, atau jalan kelakuan manusia yang disetujui oleh Tuhan. 

Apabila satu kebiasaan tradisional dari keputusan dan kebiasaan tindakan telah 

dituliskan dalam kitab undang-undang primitif, mungkin dia akan dianggap 

sebagai hukum. Demosthenes yang hidup dalam abad kekempat sebelum 

Masehi dapat melukiskan hukum Athena dengan kata-kata tadi. 

4. Hukum dapat dipahamkan sebagai satu sistem asas-asas yang ditemukan secara 

filasafat, yang menyatakan sifat benda-benda, dan karena itu manusia harus 

menyesuaikan kelakuannya dengan sifat benda-benda itu. Demikianlah, gagasan 

sarjana hukum Romawi, yang sebenarnya merupakan cangkokan dari gagasan 

kedua dan ketiga tadi, dan dari satu teori politik tentang hukum sebagai perintah 

dari bangsa Romawi; dan semuanya dirukunkan dengan memahamkan tradisi 

dan kebijaksanaan yang tercatat dan perintah bangsa-bangsa yang semata-mata 

sebagai pernyataan atau pencerminan dari asas-asas yang dicari kepastiannya 

secara filsafat, harus diukur, dibentuk, ditafsirkan, dan ditambah oleh yang tigta 

tadi. Setelah diolah oleh ahli-ahli filsafat ini, konsepsi yang tersebut tadi 

kerapkali mendapat bentuk lain,  

5. Sehingga kelima hukum dipandang sebagai satu himpunan penegasan dan 

pernyataan dari satu undang-undang kesusilaan yang abadi dan tidak berubah-

ubah. 
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6. Ada satu gagasan mengenai hukum sebagai satu himpunan persetujuan yang 

dibuat manusia di dalam masyarakat yang diatur secara politik, persetujuan 

yang mengatur hubungan antara yang seorang dengan yang lainnya. Ini adalah 

suatu pandangan demokratis tentang identifikasi hukum dengan kaidah hukum, 

dan karena itu dengan pengundangan dekrit dari negara kota yang 

diperbincangkan di dalam buku Minos dari Plato. Sudah sewajarnyalah 

Demosthenes menganjurkan kepada satu juri di Athena. Sangat mungkin dengan 

teori serupa itu, satu gagasan filsafat akan menyokong gagasan politik dan 

kewajiban moril yang melekat pada suatu janji akan dipergunakan untuk 

menunjukkan mengapa orang harus menepati persetujuan yang mereka buat di 

dalam majelis rakyat. 

7. Hukum dipikirkan sebagai satu pencerminan dari akal Illahi yang menguatkan 

alam semesta ini; satu pencerminan dari bagian yang menentukan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai satuan yang berkesusilaan, yang 

berbeda dengan yang masih dilakukan, yang ditujukan kepada mahkluk lain 

selain manusia. Begitulah konsepsi Thomas Aquino, yang mempunyai penganut 

banyak sampai abad ke-17 dan semenjak itu masih besar pengaruhnya. 

8. Hukum telah dipahamkan sebagai satu himpunan perintah dari penguasa yang 

berdaulat di dalam satu masyarakat yang disusun menurut satu sistem 

kenegaraan, tentang bagaimana orang harus bertindak di dalam masyarakat itu, 

dan perintah itu pada tingkat terakhir berdasarkan apa saja yang dianggap 

terdapat di belakang wewenang dari yang berdaulat. Demikianlah anggapan-

anggapan sarjana-sarjana Romawi pada masa republik dan masa klasik 

mengenai hukum positif, dan karena Kaisar memegang kedaulatan rakyat 

Romawi yang diserahkan kepada baginda, maka Institutiones dari Kaisar 
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Justinianus dapat menetapkan bahawa kemauan kaisar mempunyai keuatan satu 

undang-undang. Cara berfikir serupa itu cocok dengan pikiran-pikiran ahli-ahli 

hukum yang giat menyokong kekuasaan raja dalam memusatkan kerajaan 

Perancis pada abad ke-16 dan ke-17, dan dengan perantaraan ahli-ahli hukum 

itu masuklah cara berfikir itu ke dalam hukum publik. Rupanya dia sesuai 

dengan keadaan di sekitar kekuasaan tertinggi Parlemen di tanah Inggris 

sesudah tahun 1688 dan menjadi teori hukum Inggris yang kolot. Demikianlah 

dia dicocokkan dengan satu teori politik tentang kedaulatan rakyat yang 

menurut teori itu, rakyat dianggap sebagai pengganti parlemen untuk memegang 

kedaulatan pada waktu Revolusi Amerika, atau sebagai pengganti Raja Perancis 

pada waktu Revolusi Perancis. 

9. Satu gagasan yang menganggap hukum sebagai satu sistem pemerintah, 

ditemukan oleh pengalaman manusia yang menunjukkan, bahwa kemauan tiap 

manusia perseorangan akan mencapai kebebasan sesempurna mungkin yang 

sejalan dengan kebebasan serupa itu pula, yang diberikan kepada kemauan 

orang-orang lain. Gagasan ini yang dianut dalam salah satu bentuk oleh mazhab 

sejarah, telah membagi kesetiaan sarjana hukum kepada teori hukum sebagai 

perintah dari pemegang kedaulatan, dan hal ini terjadi hampir di sepanjang abad 

yang lalu. Hal ini bukanlah soal daya upaya manusia yang dilakukannya dengan 

sadar. Prosesnya ditentukan oleh pengembangan suatu gagasan mengenai hak 

dan keadilan, satu gagasan tentang kebebasan yang mewujudkan dirinya di 

dalam pelaksanaan peradilan oleh manusia, atau oleh kerja-kerja hukum yang 

biologis atau psikologis atau tentang sifat-sifat jenis bangsa, yang kemudian 

menghasilkan sistem hukum dari suatu masa dan suatu bangsa yang 

bersangkutan. 
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10. Orang menganggap hukum itu sebagai satu sistem asas-asas, yang ditemukan 

secara filsafat dan dikembangkan sampai pada perinciannya oleh tulisan-tulisan 

sarjana hukum dan putusan pengadilan, yang dengan perantaraan tulisan dan 

putusan itu kehidupan lahir manusia diukur oleh akal, atau pada taraf lain, 

dengan tulisan dan putusan itu kemauan tiap orang yang bertindak diselaraskan 

dengan kehendak orang lain. Cara berfikir ini muncul pada abad ke-19 sesudah 

ditinggalkan teori hukum alam dalam bentuk yang mempengaruhi pikiran 

hukum selama dua abad, dan filsafat diminta untuk memberikan satu terhadap 

kritik susunan sistematik dan perkembangan detail. 

11. Hukum dipahamkan sebagai sehimpunan atau sistem kaidah yang dipikulkan 

atas manusia di dalam masyarakat oleh satu kelas yang berkuasa untuk 

sementara buat memajukan kepentingan kelas itu sendiri, baik dilakukan dengan 

sadar maupun tidak sadar. Interpretasi ekonomis dari hukum ini banyak 

bentuknya. Di dalam satu bentuk yang idealistis, yang dipikirkannya adalah 

pengembangan satu gagasan ekonomi yang tak dapat dihindarkan. Di dalam 

satu bentuk sosiologis mekanis, pikirannya dihadapkan pada perjuangan kelas 

atau satu perjuangan untuk hidup di lapangan perekonomian, dan hukum adalah 

akibat dari pekerjaan tenaga atau hukum yang terlibat atau menentukan 

perjuangan serupa itu. Di dalam betuk Positivistis-Analistis, hukum dipandang 

sebagai perintah dari pemegang kedaulatan, tetapi perintah itu seperti yang 

ditentukan isi ekonomisnya oleh kemauan kelas yang berkuasa, pada gilirannya 

ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri. Semua bentuk ini terdapat dalam 

masa peralihan dari stabilitas kematangan hukum ke satu masa pertumbuhan 

baru. Apabila gagasan bahwa hukum dapat mencukupkan keperluan sendiri 

telah ditinggalkan, dan orang mulai mencoba menghubungkan ilmu hukum 
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dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yang lebih dulu menonjol ialah hubungan 

dengan ilmu ekonomi.  

12. Akhirnya ada satu gagasan tentang hukum sebagai perintah dari undang-undang 

ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia di dalam 

masyarakat, yang ditemukan oleh pengamatan, dinyatakan dalam perintah yang 

disempurnakan oleh pengalaman manusia mengenai apa yang akan terpakai dan 

apa yang tidak terpakai di dalam penyelenggaraan peradilan. Teori tipe ini 

terdapat pada akhir abad ke-19, tatkala orang mulai mencari dasar fisik dan 

biologis, yang dapat ditemukan oleh pengamatan, dan bukan lagi dasar 

metafisik, yang ditemukan oleh perenungan filsafat. Satu bentuk lain 

menemukan satu kenyataan sosial yang terakhir dengan pengamatan dan 

mengembangkan kesimpulan yang logis dari kenyataan itu, mirip seperti yang 

dilakukan oleh sarjana hukum metafisika. Ini adalah akibat lagi dari suatu 

kecenderungan dalam tahun mutakhir yang hendak mempersatukan ilmu-ilmu 

sosial, yang lebih besar kepada teori-teori sosiologi. 

 

Kedua belas konsepsi tentang hukum tersebut terkait dengan teorinya yang dikenal 

dengan “Law as a tool of social engineering”. Untuk itu, Pound membuat 

penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi hukum:
23

  

1) Kepentingan Umum (Public Interest), terdiri dari: 

a) kepentingan negara sebagai badan hukum; 

b) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. 
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2) Kepentingan Masyarakat (Social Interest): 

a) kepentingan akan kedamaian dan ketertiban; 

b) perlindungan lembaga-lembaga sosial; 

c) pencegahan kemerosotan akhlak; 

d) pencegahan pelanggaran hak; 

e) kesejahteraan sosial. 

3) Kepentingan Pribadi (Private Recht): 

a) kepentingan individu; 

b) kepentingan keluarga; 

c) kepentingan hak milik. 

 

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat ditarik dua hal penting, yaitu: Pertama, 

Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari von Jhering dan Bentham, yaitu 

berupa pendekatan terhadap hukum sebagai ke arah tujuan sosial dan sebagai alat 

dalam perkembangan sosial. Penggolongan kepentingan tersebut sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan Jhering. Pound juga 

menggolongkan ke dalam alairan Utilitarianisme dalam kapasitasnya sebagai 

penerus Jhering dan Bentham. Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan 

premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undng-undang, hakim, 

pengacara, dan pengajar hukum menyadari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang 

terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan kata lain, klasifikasi tersebut 

membantu menghubungkan antara prinsip hukum dan praktiknya.
 24
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Tujuan hukum sudah timbul di dalam pemikiran yang sadar, kita mengenal tiga 

gagasan dalam sejarah hukum, yaitu sebagai berikut: 

a. Ketertiban Hukum 

Tujuan hukum yang paling sederhana ialah hukum diadakan supaya terjaga 

ketenteraman dalam masyarakat tertentu, tujuan hukum yang demikian ini 

sangat penting artinya bagi masyarakat, karena dalam masyarakat yang disusun 

dalam suatu kekerabatan, yang acapkali di dalamnya terjadi benturan-benturan 

kepentingan sehingga timbul perselisihan. 

b. Menjaga Perdamaian: 

Tujuan hukum ialah untuk menjaga perdamaian dalam keadaan bagaimana saja, 

dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Pengertian hukum yang 

demikian ini disebut sebagai hukum yang primitif, alasannya ialah bahwa 

perdamaian antara kekerabatan yang satu dengan yang lain, antara orang-orang 

yang sekutu, dan penduduk yang bertambah banyak. Sehingga dimungkinkan 

terjadi benturan-benturan kepentingan, oleh karenanya hukum dibentuk. 

c. Mencegah Pergeseran dalam Masyarakat: 

Tujuan hukum ketiga ini timbul, untuk mencegah pergeseran anatar sesama 

masyarakat. Hal ini disebabkan sistem kekerabatan semakin hilang dan digeser 

oleh orang-orang yang kehilangan kekerabatan serta para pendatang, sementara 

itu orang-orang yang memiliki kekerabatan masih berkuasa, sehingga gagasan 

mengenai tujuan hukum ketiga dapat juga disebut untuk menjaga ketertiban 

sosial.
25
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Seiring dengan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, semakin terasa akan 

adanya perlindungan hukum untuk kegiatan yang terkait ekonomi, yaitu: 

a. Tujuan Penyingkiran Pembatasan Kegiatan Ekonomi yang Bebas 

Hukum ditujukan untuk menyingkirkan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi 

yang bebas, yang bertumpuk-tumpuk selama jaman pertengahan sebagai insiden 

dari sistem kewajiban di dalam hubungan antar manusia dan sebagai 

pengucapan dari gagasan tentang penetapan orang di tempatnya masing-masing 

di dalam suatu masyarakat yang statis. 

b. Tujuan Konstruktif 

Tujuan ini berkembang pada saat hukum dagang memberikan efek kepada apa 

yang dilakukan orang menurut kehendaknya, yang menilik niat bukan 

bentuknya, yang menafsirkan keamanan umum sebagai keamanan bagi transaksi 

dan mencoba melaksanakan kemauan tiap orang untuk menciptakan akibat 

hukum. Tujuan konstruktif ini dikembangkan dari hukum Romawi dan 

kebiasaan saudagar dengan perantaraan teori hukum mengenai hukum alam. 

c. Menjaga Kestabilan 

Pada akhir abad ke-19, timbul pandangan hukum adalah keburukan, karena pada 

hakekatnya hukum mengekang kebebasan orang, sehingga para sarjana hukum 

dan pembuat undang-undang dengan senang hati membiarkan masyarakat 

melakukan kemauannya untuk mencapai kesenangannya maupun 

kesengsaraannya. Oleh karena itu pada akhir abad ke-19 gagasan hukum yang 

ada dipergunakan untuk mencapai kebebasan secara maksimum.
 26
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Membicarakan hukum tidak lepas dari kata “keadilan” yang sudah ada sejak jaman 

Yunani Kuno Masalah keadilan sudah mulai disinggung pada saat Plato dan 

Aristoteles melontarkan pemikiran-pemikirannya yang menjadi latar belakang 

perenungan tentang keadilan yang menguasai filsafat hukum.
27

 Plato mencoba 

mengemukakan konsepsinya tentang keadilan dari “inspirasi”, sedang Aristoteles 

mencoba mendekatinya dan menganalisis berdasarkan ilmu dan prinsip-prinsip 

rasional dengan latar belakang tipe masyarakat politik dan peraturan-peraturan 

hukum yang ada pada waktu itu. Hal yang menghubungkan mereka adalah concept 

of virtue, yaitu sifat baik, yang meliputi suatu pengertian yang sudah mencakup 

segala-galanya dan dari mana keadilan merupakan suatu bagiannya. Concept of 

virtue inilah yang menghadirkan pengertian keseimbangan (balance) dan harmoni 

sebagai suatu ukuran pada masyarakat maupun perorangan yang adil, sehingga dari 

sini tidak jarang pula antara keimbangan dan harmoni terpisah jalan keadilannya. 

Dengan perkataan lain, keadilan merupakan pengertian yang tercipta pada 

perpaduan antara keimbangan dan harmoni sebagai suatu ukuran. 

 

Menurut Plato, harmoni adalah suatu keadaan dari dalam yang tidak dapat dianalisis 

dengan akal. Sedang menurut Aristoteles, harmoni adalah suatu yang ada di tengah-

tengah antara dua keadaan yang ekstrem. Pertanyaan tentang apa keadilan mulai 

dijawab oleh Ulpianus (200 M) yang mengatakan bahwa keadilan adalah kehendak 

yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya. Kata adil 

dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding. Hal senada juga dikatakan 

oleh Aristoteles bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut 

mengambil lebih dari bagian yang semestinya ia terima. Demikian pula kata tidak 
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adil dapat ditujukan kepada orang yang mengabaikan hukum, oleh karena itu 

keadilan menurut hukum dikatakan sebagai keadilan umum.
28

 

 

Keadilan dapat pula diartikan sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan 

sikap manusia pada bidang tertentu, yang ditandai dengan sifat-sifat berikut ini:
29

 

a. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang-orang 

yang satu dengan yang lain; 

b. Keadilan berada di tengah dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam 

mengejar keuntungan tercipta keseimbangan antara dua belah pihak; 

c. Untuk mengutamakan di manakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-

orang digunakan ukuran kesamaan yang dihitung secara aritmetis dan 

geometris. 

 

Dalam menganalisis keadilan, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:
30

 

a. Keadilan distributif (Distributive Justice), yaitu memberi petunjuk tentang 

pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang menurut 

tempatnya. 

b. Keadilan Korektif (Corrective Justice/Commutative Justice),terutama untuk 

ukuran prinsip-prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum, untuk itu 

harus ada ukuran umum guna memperbaiki akibat-akibat tindakan tanpa 

memperhatikan siapa orangnya yang berkepentingan. Oleh karena itu tindakan-

tindakan tersebut harus diukur dengan ukuran yang obyektif. 
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Selain membagi keadilan menjadi dua, Aristoteles juga memberikan kontribusi lain, 

yatu membuat perbedaan antara keadilan menurut hukum kodrat dan hukum 

poisitif. Hukum kodrat mendasrkan kekuatannya pada pembawaan manusia yang 

sama di manapun juga dan untuk waktu kapanpun, karena hal ini adalah masalah 

keabadian dari filsafat hukum. Sedang hukum positif mendapat kekuatannya karena 

ditentukan sebagai hukum, adil atau tidak adil, memberi penjelasan adanya 

bermacam-macam hukum positif. 

 

Kontribusi Aristoteles berikutnya, ialah pembedaan antara keadilan abstrak dan 

kepatutan (equity). Perbedaannya ialah, hukum terpaksa membuat aturan-aturan 

yang berlaku umum, dan seringkali bertindak kejam terhadap soal-soal 

perseorangan. Sedang equity melunakkan kekerasan dengan memperhatikan hal-hal 

yang benar tentang sesuatu undang-undang. 

 

Aliran positivisme memandang keadilan sebagai tujuan hukum, namun relativitas 

keadilan sering mengaburkan tujuan hukum lain, yaitu kepastian hukum. Hal ini 

sesuai dengan adagium “Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux”, 

yaitu hukum yang keras akan dalam melukai kecuali keadilan dapat menolongnya. 

Ungkapan tersebut berawal dari ketidakpercayaan kaum positivis terhadap keadilan 

yang sebenarnya, karena keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilannyang 

tertinggi pula. 

 

Gambaran mengenai hukum yang adil dan benar dapat diketemukan dalam 

pemikiran yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang politikus dan sarjana 

hukum dari Jerman. Ia berusaha menyeberangi jurang bidang “ada” (sein) dan 

bidang “harus” (sollen) dengan menerima bahwa suatu bidang terkandung kedua 



 

 

54 

bidang tersebut untuk mencapai apa yang disebut dengan kebenaran. Menurut 

Radbruch, bidang kebudayaan tidak hanya terletak di antara dua bidang tersebut, 

tetapi menggabungkan kedua bidang itu juga, sebab kebudayaan merupakan 

perwujudan dari nilai-nilai realitas alam, dan Radbruch hendak menerapkan teori ini 

pada hukum.
31

  

 

Alasan yang dipergunakan Radbruch ialah bahwa hukum merupakan unsur 

kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum diwujudkan dalam 

satu nilai, yakni nilai keadilan. Sehingga hukum merupakan perwujudan dari 

keadilan, sedikitnya merupakan usaha ke arah terwujudnya keadilan. Sedangkan 

tolok ukur adil atau tidak adilnya tata hukum dibentuk dalam masyarakat, namun 

tolok ukur tersebut belumlah cukup, karena ada dasar lain, yaitu dasar hukum 

sebagai hukum. 

 

Upaya mewujudkan hukum yang benar dan adil ini, Radbruch membagi keadilan 

menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: 

a. Keadilan dalam arti sempit, artinya keadilan merupakan persamaan hak untuk 

semua orang di depan pengadilan. 

b. Tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi 

hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

c. Kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat 

berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. 
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Adanya pembagian keadilan ke dalam tiga aspek tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa suatu hukum yang adil haruskah hukum memenuhi unsur konstitutif hukum 

atau hanya unsur regulatif sebagimana dikatakan oleh Huijbers.
32

 Apabila adil 

merupakan unsur konstitutif hukum, maka suatu peraturan tidak adil bukan hanya 

hukum yang buruk, tetapi karena faktor non hukum (non yuridis), seperti politik. 

Sebaliknya apabila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, maka suatu 

peraturan yang tidak adil tetap merupakan hukum walaupun buruk, dan tetap 

berlaku dan mewajibkan masyarakat untuk mentaatinya. 

 

Sikap masyarakat yang cenderung tidak mau berurusan dengan masalah hukum 

menjadi penyebab mereka tidak bersedia menjadi pelapor atau saksi. Padahal secara 

ideal, dalam konteks penegakan hukum, masyarakat dapat berperan secara aktif 

baik sebagai pelapor atau sebagai saksi. Dalam sistem hukum pidana (criminal law 

system) dikenal beberapa istilah berkenaan dengan status hukum masyarakat, di 

antaranya adalah pelapor, tersangka, terdakwa, saksi, dan saksi ahli. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini yaitu bagaimana peran serta masyarakat dalam 

proses penegakan hukum, maka status dan kedudukan masyarakat yang kiranya 

menjadi perhatian utama adalah status dan kedudukan masyarakat sebagai pelapor 

dan saksi.  
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